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BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pada penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit Simpan Pinjam Perempuan 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan 

Pesanggaran dibagi menjadi 2 jenis : 

a. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan kreditur 

Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan kreditur meliputi 3 (tiga) jenis 

yaitu : Resceduling (penjadwalan kembali), dibantu oleh stakeholder desa, 

serta penyerahan Aset debitur. Namun penyelesaian yang dilakukan 

cenderung kurang efektif, mengingat masih banyak terdapat kelompok yang 

belum dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Hal tersebut dapat 

dilihat pada tabel kredit macet yang ada pada pembahasan sebelumnya. Dari 

seluruh upaya yang dilakukan, kreditur sudah berupaya untuk melakukan 

cara yang terbaik untuk bisa segera menyelesaikan permasalahan kredit 

macet/wanprestasi. Namun masih juga terdapat debitur yang belum bisa 

melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik. Padahal apabila debitur 

mampu melaksanakan kewajibannya dengan baik, mereka akan 

mendapatkan banyak keuntungan seperti mendapatkan IPTW (Intensif 

Pengembalian Tepat Waktu) serta dapat terus melakukan pinjaman bergulir 

untuk seterusnya. 
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b. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan debitur 

Penyelesaian dari debitur yaitu penyelesaian yang dilakukan oleh 

penanggungjawab kelompok SPP. Penyelesaian tersebut meliputi 3 (tiga) 

jenis yaitu dengan menggunakan dana pribadi pengurus, diberhentikan 

sebagai anggota kelompok, dan diambilkan dari uang cadangan. Pada 

penyelesaian yang dilakukan penanggungjawab kelompok bisa dikatakan 

cukup tegas karena bagi anggota yang tidak bisa melakukan kewajibannya 

dengan baik akan langsung diberhentikan. Dan bagi anggota yang memiliki 

itikad baik meskipun telat membayar akan dibantu terlebih dahulu 

menggunakan dana pribadi dan dana cadangan yang telah disiapkan oleh 

pengurus kelompok. 

2. Kendala dalam penyelesaian masalah wanprestasi ini dibagi menjadi 2 (dua) 

jenis yaitu kendala secara internal dan eksternal. Berikut adalah penjelesannya: 

1. Kendala internal berasal dari kreditur. Kendala tersebut meliputi adanya 

penyelesaian wanprestasi yang cenderung kurang efektif, tidak ada 

fasilitator serta program PNPM-MPd adalah program tanpa jaminan. Selain 

itu dalam penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kreditur sebenarnya pada 

surat perjanjian kredit Simpan Pinjam Perempuan sudah dijelaskan 

mengenai upaya terakhir apabila permasalahan kredit macet tidak 

menemukan kata sepakat, para pihak setuju untuk membawa masalah 

tersebut pada Pengadilan Negeri Banyuwangi. Namun karena program ini 

dasarnya adalah pemberdayaan untuk kesepakatan tersebut tidak dilakukan 
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sampai saat ini. Mengingat untuk mengurus sampai ke pengadilan juga 

memerlukan biaya, waktu, dan tenaga. 

2. Kendala eskternal adalah kendala yang berasal dari pihak debitur. Kendala 

tersebut adalah debitur yang tidak memiliki itikad baik serta debitur yang 

sulit untuk dicari. Debitur yang tidak miliki itikad baik seringkali 

mengelabuhi kreditur supaya mereka tidak melaksanakan kewajibannya 

untuk membayar kredit kepada kreditur. Karena tidak ada itikad baik dari 

beberapa kelompok Simpan Pinjam Perempuan dalam Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat, untuk saat ini pihak kreditur hanya menerima 

dan melayani kelompok yang aktif dan memiliki itikad baik yang berjumlah 

14 kelompok. 

 

4.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Bagi Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

Mandiri Perdesaan/Badan Usaha Milik Desa Bersama “Makmur Sejahtera” 

Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi 

 Bagi pihak kreditur yaitu UPK PNPM-MPd yang saat ini sudah menjadi 

BUMDesma “Makmur Sejahtera” Kecamatan Pesanggaran Kabupaten 

Banyuwangi dapat lebih tegas lagi dalam menyelesaikan permasalahan 

wanprestasi. Peneliti menyarankan untuk memberikan kesempatan lagi kepada 

pihak kelompok SPP yang melakukan kredit macet. Kesempatan tersebut 



PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA 

85 
 

 

berupa pemberian dana kembali sebagai modal untuk kelompok SPP yang 

melakukan wanprestasi agar mereka dapat mengembalikan dana yang 

sebelumnya dipinjam dengan cara melakukan kegiatan usaha. Karena basis 

program ini adalah pemberdayaan, maka alangkah lebih baik kreditur juga dapat 

memberikan pengarahan kepada ketua kelompok dan seluruh anggotanya agar 

dapat memanfaatkan dana yang diberikan dengan baik. Tidak hanya sekedar 

diberi modal saja, alangkah lebih baik untuk dapat membina, mengawasi dan 

mendampingi kelompok yang bermasalah agar dana yang diberikan dapat 

berkembang. Apabila kesempatan tersebut tidak bisa dilakukan dengan baik, 

maka sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit pada setiap Perguliran yang 

menjelaskan upaya akhir ketika terdapat permasalahan adalah dibawa ke 

Pengadilan Negeri Banyuwangi, maka alangkah lebih baik seluruh 

permasalahan yang terjadi bisa diproses melalui jalur hukum. 

2. Bagi Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Perdesaan /Badan Usaha Milik Desa Bersama “Makmur 

Sejahtera” Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi 

Sebagai anggota kelompok haruslah memiliki itikad baik yang dibuktikan 

adanya kedisiplan dan ketertiban dalam melaksanakan perjanjian. Selain itu 

sebagai debitur juga harus melakukan kegiatan timbal balik yang baik kepada 

pihak kreditur. Dimana dalam hal ini kreditur sudah melakukan kewajibannya 

untuk memberikan dana kepada Kelompok SPP, dan hak dari kelompok SPP 

adalah menerima dan mengelola dana tersebut. Sehingga ketika hak sudah 

terpenuhi maka selanjutnya debitur dapat menjalakan kewajibannya. Dan hal 
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tersebut harus dapat dilakukan debitur sebagai penerima dana yang diberikan 

oleh Kreditur. 
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